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MOTO
Cicipilah perkataanmu sebelum kau ucapkan.

Sebab, kita tidak pernah tau hati mana yang dapat terluka oleh kata-kata yang keluar
dari lisan kita. Maka dari itu, bicaralah yang baik atau lebih baik diam.
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Tersedianya lapangan kerja baru untuk mengatasi meningkatnya permintaan
kerja menjadi salah satu target yang harus dicapai oleh pemerintah untuk mengatasi
melonjaknya angka pengangguran dalam pembangunan ekonomi baik di Pusat maupun
di Daerah. Dan Salah satu pekerjaan yang paling banyak diminati di Indonesia adalah
Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK.
Sebelum PPPK melakukan pendaftaran, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut KemenPANRB mewajibkan
pendaftar PPPK untuk mengisi surat pernyataan yang telah dirilis dengan nomor
01/PANPEL.BKN/PPPK.TEKNIS/IX/2023 dan harus diisi sebelum melakukan
pendaftaran. Pada surat pernyataan tersebut tertera 13 poin aturan dan kesepakatan
yang harus disetujui oleh pendaftar, salah satunya adalah poin ke-8 yang berbunyi
“Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau
Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah” sehingga dapat dikatakan antara
surat pernyataan dan pelamar telah memiliki hubungan yang mengikat secara hukum.
Namun sayangnya, menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) seleksi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021 mengundurkan diri sebanyak
280 peserta dari total 120.137 untuk formasi guru. Dan data yang terakhir, Badan
Kepegawaian Negara mencatat sebanyak 1.921 peserta yang mengundurkan diri di
tahun 2022 yang terdiri dari 1.117 peserta guru, 542 tenaga kesehatan, dan 262 jabatan
fungsional lainnya dan ternyata masih banyak ASN yang telah dinyatakan lolos PPPK
serta sudah mendapatkan NIK malah mengundurkan diri dengan berbagai alasan dan
salah satunya adalah dikarenakan tidak setuju mengenai penempatan. Sebagai seorang
PPPK harusnya peserta telah mengetahui konsekuensi dari surat pernyataan yang telah
di tanda tangani menjadikan PPPK tersebut dinilai telah mengingkari persetujuan atau
pernyataan yang telah ia tanda tangani bahwasanya telah siap ditempatkan untuk
bertugas oleh pemerintah. Selain itu, dalam pengadaan PPPK dan PNS sudah
diperhitungkan dengan baik terkait jumlah SDM dan anggaran, karena bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD). Maka tentu diharapkan memperoleh ASN yang dibutuhkan
sesuai jabatan dengan kompetensinya, namun jika ada peserta yang mengundurkan diri,
maka ada kekosongan formasi yang tadinya sudah sesuai dengan kuota dan kebutuhan
Negara. Dan tentunya perlu kita ketahui bagaimana hubungan kerja PPPK tersebut
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kepada Instansi Pemerintah dan apakah sanksi yang diterapkan dapat diterapkan juga
sanksi lain selain blacklist 1 tahun, tentunya hal tersebut dapat dikaji dan
dipertanyakan.

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui
bagaimana hubungan kerja antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK)
dengan Instansi Pemerintah, dan bagaimana sanksi yang diberikan instansi pemerintah
pada pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) yang resign dengan alasan yang tidak
bisa dibenarkan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini
dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari data primer dan data sekunder, dan
analisa data menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku—buku, karya
ilmiah, jurnal, dan melalui internet baik berupa artikel berita, hasil penelitian seperti
jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok- pokok
permasalahan.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa :

1. Hubungan antara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
tergolong dalam jenis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

2. PPPK yang mengundurkan diri dengan alasan tidak setuju dengan penempatan
yang ditetapkan pemerintah merupakan alasan pengunduran diri yang tidak
dapat diterima. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 yang mana sebelumnya
merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 menerangkan sanksi yang didapat apabila
PPPK yang mengundurkan diri akan di masukkan ke dalam daftar hitam selama
1 tahun sehingga mereka tidak bisa mendaftar kembali pada tahun berikutnya.

3. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak
disertai dengan penegakan hukum yang salah satunya pemberlakuan Denda
Administratif. Penerapan sanksi ini juga dapat diterapkan secara nasional pada
pengadaan PPPK untuk meminimalisir PPPK yang mengundurkan diri dengan
semena-mena. Pemberlakuan sanksi denda ini juga didasarkan pada pengadaan
dari PPPK sendiri menggunakan dana dari APBN dan juga APBD sesuai pada
pasal 40 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional. Dan
jika sanksi administratif ini dilakukan, maka diharapkan dapat mengganti biaya
pengadaan PPPK itu kepada pemerintah/instansi pemerintah.
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ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui bagaimana
hubungan kerja antara pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan
Instansi Pemerintah, dan bagaimana sanksi yang diberikan instansi pemerintah pada
pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) yang resign dengan alasan yang tidak bisa
dibenarkan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Penelitian Hukum Normatif
sebagai jenis penelitian yang bersifat preskriptif dengan menggunakan tipe doctrinal
research serta Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) serta pendekatan
konseptual (conceptual approach) sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini
dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
serta analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu melalui buku-
buku, karya ilmiah, jurnal, dan Melalui internet baik berupa artikel berita, hasil
penelitian seperti jurnal maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
pokok- pokok permasalahan.

Hasil dari penulisan skripsi ini adalah: Pertama, Hubungan antara Pegawai Pemerintah
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tergolong dalam jenis Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (PKWT), Kedua, PPPK yang mengundurkan diri dengan alasan tidak setuju
dengan penempatan yang ditetapkan pemerintah merupakan alasan pengunduran diri
yang tidak dapat diterima. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 yang mana sebelumnya
merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 menerangkan sanksi yang didapat apabila PPPK yang
mengundurkan diri akan di masukkan ke dalam daftar hitam selama 1 tahun sehingga
mereka tidak bisa mendaftar kembali pada tahun berikutnya. Pelaksanaan peraturan
perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum
yang salah satunya pemberlakuan Denda Administratif. Penerapan sanksi ini juga dapat
diterapkan secara nasional pada pengadaan PPPK untuk meminimalisir PPPK yang
mengundurkan diri dengan semena-mena. Pemberlakuan sanksi denda ini juga
didasarkan pada pengadaan dari PPPK sendiri menggunakan dana dari APBN dan juga
APBD sesuai pada pasal 40 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional. Dan jika
sanksi administratif ini dilakukan, maka diharapkan dapat mengganti biaya pengadaan
PPPK itu kepada pemerintah/instansi pemerintah.

Kata Kunci : PPPK, Resign, Sanksi Administratif.
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